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Ketika harta kita hilang, tidak ada yang hilang;
ketika kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang;
ketika karakter kita hilang, maka semuanya akan hilang.

Pendahuluan

Jika kita akan mengkaji keberhasilan pendidikan, kita harus memiliki acuan dasar yang
menjadi standar langkah kita secara objektif. Dokumen yang sangat penting perannya dalam
menentukan arah, tujuan, serta pelaksanaan pendidikan di Republik Indonesia ini adalah
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menandaskan pendidikan
karakter atau watak menjadi dasar membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia agar
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ternyata yang lahir sebagai
kenyataan adalah pendidikan di Indonesia menjadi sebuah lembaga yang menitikberatkan pada
perolehan kecerdasan bagi setiap peserta didik yang secara tidak seimbang melupakan esensinya
bahwa pendidikan memiliki tujuan utama membangun karakter. Sebagai konsekuensi cara
memandang yang tidak tepat terhadap pendidikan tersebut, dalam menetapkan keberhasilan
pendidikannya pun akan diukur oleh seberapa jauh manusia tersebut sudah memiliki kecerdasan.
Selayaknya keberhasilan sebuah proses pendidikan bukan hanya diukur berdasarkan perolehan
kecerdasan, tetapi kualitas kepemilikan dan perilaku yang baik dari peserta didik yang melalui
proses tersebut akan menjadi penentu keberhasilan pendidikan yang telah dilakukan.

Kalau kita mencermati kehidupan manusia Indonesia, kita akan sampai pada kesimpulan
bahwa dalam penguasaan kecerdasannya sudah berada pada tataran yang tinggi, tetapi dalam
kepemilikan sikap dan perilaku serta perbuatannya masih berada pada tataran yang rendah
sebagai akibat langsung dari pemaknaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan yang
salah. Gambaran yang sangat transparan tentang hal itu antara lain adalah maraknya korupsi di di
berbagai lapisan kehidupan di Indonesia. Bahkan korupsi tersebut sudah menghasilkan penyakit
baru di kalangan masyarakat, yaitu ketidakpercayaan (distrust) terhadap pelaksana pemerintahan
dan lembaga negara yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang kehilangan
kepercayaan (distrust society) kepada pemimpinnya. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi
kepada pemimpinya, masyarakat pun akan kehilangan arah dalam membangun karakternya.

Selanjutnya, berikut ini kita cermati berbagai data tentang pelaksanaan pendidikan di
Kabupaten Lebak sebagai fakta yang mewakili dan merefleksikan gerak pikiran dan pemaknaan
terhadap pendidikan dalam tataran sebagai sistem yang mengharapkan hasilnya adalah
kecerdasan dan perolehan karakter atau watak.

Refleksi Pendidikan di Lebak

Arah dan kegiatan dalam arti pelaksanaan dari perencanaan pendidikan di sebuah daerah
tertentu biasanya dipantau dan disiarkan oleh media massa. Oleh karena itu, untuk memperoleh
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data guna merefleksikan pendidkan di daerah tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh
adalah mencermati berita tentang pendidikan di media massa. Di bawah ini adalah gambaran
refleksi pendidikan di Kabupaten Lebak yang diunduh dari sumber berita di internet. Dari
beberapa berita ini telah terekam isu yang menjadi persoalan pokok pendidikan di Kabupaten
Lebak, yang sekaligus juga merekam kebijakan pengelola pendidkannya.

Minggu, 06 Juni 2004. Dinas Pendidikan Lebak, Banten Keluhkan Kerusakan SD
TEMPO Interaktif, Banten: Sampai sekarang, kegiatan belajar-mengajar ratusan murid sekolah
dasar (SD) di Kabupaten Lebak, Banten terpaksa dilakukan secara bergiliran akibat 449 ruang
belajar untuk mereka sudah ambruk. "Masih ada sekitar 1.077 ruang belajar juga rusak berat dan
763 ruang belajar lainnya rusak ringan. Jika tidak cepat diperbaiki, dalam waktu dekat pasti akan
ambruk.

21 Maret 2008. Tahun 1856 Dowes Dekker [DD] diangkat menjadi asisten residen
pemerintah kolonial di Lebak. DD melihat penindasan dan eksploitasi Raden Adipati terhadap
penduduk Lebak yang berakibat penduduk Lebak miskin melarat. Keadaan Lebak ini ditulis oleh
DD dalam bukunya: "Max Havelaar". Sekarang tahun 2008 atau kurang lebih 150 tahun setelah
DD menjadi asisten residen di Lebak atau juga 58 tahun setelah kolonialisme mengangkat kaki
dari Hindia Belanda, Lebak tetap miskin! Mereka bekerja sebagai tukang semir sepatu,
berjualan asongan, pemulung barang bekas, mengemis, pengamen, kernet angkutan, atau
penggembala ternak.
"Saat ini anak putus sekolah tercatat 1.712 orang,"” kata petugas Subdin Program Dinas
Pendidikan Kabupaten Lebak, Oman Nurohmat, Kamis (20/3). Menurut Oman, tingginya angka
anak meninggalkan bangku sekolah SD disebabkan selain membantu ekonomi orangtua juga
keterbatasan infrastuktur sarana belajar, rendahnya budaya masyarakat dan himpitan kemiskinan.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada semua elemen masyarakat hendaknya mendorong
program pendidikan dasar sembilan tahun. Pemerintah sudah berupaya keras untuk menuntaskan
program pendidikan sembilan tahun dengan menggratiskan biaya pendidikan di tingkat SD
melalui dana Bantuan Operasional Sekolah. Selama ini, lanjut Oman, pendidikan sembilan
tahun di Kabupaten Lebak kurang mendapat perhatian orangtua, bahkan masih kuat anggapan
bahwa anak wanita tidak diperbolehkan sekolah tinggi karena sebagai perempuan tetap akhirnya
mendampingi suami .

Rabu, 24-Desember-2008. Sepanjang tahun 2008, pemerintah daerah di Banten belum
sepenuhnya serius dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan. Sejumlah sarana belajar masih
saja ditemui rusak bahkan hingga ambruk dan melukai siswa. Di Kabupaten Lebak, kondisi
sekolah rusak juga mendominasi. Bahkan paling anyar, pada awal Desember ini bangunan
SMKN 1 Malingping ambruk hingga melukai puluhan siswa. Kerusakan bangunan ini diduga
lantaran proyek pembangunan sekolah tidak memenuhi ketentuan. Data yang didapat Radar
Banten, dari 762 SD di Kabupaten Lebak, terdapat 117 ruang kelas yang rusak berat, serta 260
kelas mengalami rusak ringan. Di tingkat SMP, dari 91 unit SMP yang ada, 24 unit di antaranya
mengalami kerusakan. Sementara untuk tingkat SMA terdapat 91 ruang kelas yang rusak dari 39
unit SMA. Sedangkan untuk SMK tidak ada yang mengalami kerusakan.
Menurut Imam Suangsa, Kasi Perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas
Pendidikan (Dindik) Lebak, pada 2009 pihaknya akan memperbaiki sejumlah sekolah rusak yang
didanai melalui APBD Lebak, APBD Banten, dan APBN. Kendati demikian, ia belum
menyebutkan jumlah sekolah yang akan diperbaiki. Sementara gedung SMP yang rehabnya telah
dilakukan melalui APBD 2008, kata Imam, di antaranya SMPN 2 Cilograng dengan alokasi
anggaran Rp 82 juta, SMPN 2 Panggarangan sebesar Rp 81 juta, serta SMPN 2 Cileles RP 83



juta. Sedangkan untuk SMA, di antaranya SMAN 1 Cipanas Rp 50 juta, SMAN 1 Curugbitung
Rp 50 juta, SMAN 1 Bayah Rp 101 juta, serta SMAN 1 Banjarsari Rp 99 juta..

Rabu, 28 Oktober 2009. Sekitar 70% dari 4.000 lebih guru di Kabupaten Lebak, Banten
dinyatakan tidak layak mengajar dan pemerintah daerah perlu menyelenggarakan uji kompetensi
bagi tenaga pendidik."Saya prediksikan tenaga guru yang layak mengajar hanya 30%," kata
Kepala Bidang Pendidikan SMA/SMK/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Asep Komar di
Rangkasbitung, Rabu (28/10). Asep mengatakan, tingginya guru yang tidak layak mengajar
disebabkan rekrutmen tenaga pengajar bukan lulusan sarjana kependidikan juga tidak sesuai
dengan bidang studi mata pelajaran. Sebagian besar pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS)
berasal dari guru bantu (GB), bahkan saat ini masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai
dengan latar belakang keahlian seperti guru agama mengajar bidang studi matematika. Selain itu,
banyak juga guru yang sudah lama mengajar namun mereka tidak diasah kembali ilmu
pendidikannya. Sepanjang tahun 2009 ini, kata dia, pelatihan guru tingkat SMP/SMA/SMK
relatif kecil. Kepala SMK Manglipi, Wawan mengemukakan, bahwa guru di sekolahnya sangat
jarang mengikuti pelatihan atau workshop. Dalam setahun hanya satu guru yang mendapat
pelatihan kependidikan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Banten.

Refleksi pendidikan di Kabupaten Lebak di atas, kalau kita cermati ukuran keberhasilan
pendidikannya masih ditekankan pada faktor fisik dan bukan pada faktor manusianya yang
menjadi subjek pendidikan. Padahal sudah ditegaskan oleh Herbert Spencer bahwa “Education
has for its object the formation of character”, sehingga tujuan utama pendidikan adalah
membangun karakter. Tindakan yang nyata untuk secara simultan dan terpadu dalam merancang
program pendidikan dan pelatihan yang mencerdaskan dan mengarifkan peserta didik harus
menjadi prioritas utama selain pembangunan sarana dan prasarananya. Persoalan pokok yang
digeluti oleh pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Lebak masih pada tataran
bagaimana memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana itu, sedangkan substansi esensi
pendidikannya sendiri belum menjadi persoalan pokok. Kebijakan pendidikan yang sangat
mendesak yang harus dilakukan di Kabupaten Lebak adalah mewujudkan makna pendidikan
secara utuh, yakni proses dan tujuan pendidikan adalah membangun manusia menjadi cerdas dan
baik, yaitu manusia yang pandai dan berakhlak mulia. Sudah selayaknya sejak awal secara
simultan telah menjadi tema pokok dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan di
Kabupaten Lebak .

Perbedaan Makna Pendidikan dengan Pelatihan

Pandangan ‘salah kaprah’ tentang makna pendidikan dengan pelatihan telah memberikan
dampak efek domino bagi pelaksanaan pendidikan di beberapa pemerintah kabupaten. .
Selayaknya kita tahu bahwa ada perbedaaan antara pendidikan dan pelatihan, meskipun akan
tidak tepat kalau dipertentangkan. “Pendidikan harus mencakup usaha-usaha untuk
mengembangkan potensi insani yang lebih luas, yaitu pengembangan karakter manusia, dan
tidak hanya pengembangan akal dan keterampilan. Menumbuhkan kesadaran baru, membangun
rasa percaya diri, mengembangkan kepekaan sosial, menajamkan tata-nilai, mengasah
keyakinan, mengembangkan rasa bertujuan, atau secara umum membangun karakter atau watak
yang baik adalah tujuan utama dari pendidikan™.2.
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Pendidikan yang hanya dimaknai sebagai pelatihan akan dapat secara efektif memperoleh
hasil berupa kecerdasan oleh manusia yang menjalani prosesnya, tetapi proses dan hasil
pelatihan tersebut akan kehilangan ruhnya, karena ketiadaan karakter dari manusianya. Sebuah
proses pendidikan bukan berarti harus dipertentangkan dengan proses pelatihan, karena dalam
proses pendidikan pun dapat kita temui kegiatan pelatihan. Perbedaan antara keduanya adalah,
dalam pelatihan yang dapat dicapai oleh peserta didik terutama yang berhubungan dengan
pikiran, sementara dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses dan hasilnya berkaitan
dengan hati.

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Pendidikan Nasional nomor
20 tahun 2003, pasal 3 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandidi, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab”.3 Oleh karena itu, dalam perencanaan dan praktek pendidikan kedua hal yang
berkaitan dengan kecerdasan dan karakter harus menjadi substansi, suasana, proses, dan
evaluasi pendidikan pada semua tataran. Selanjutnya kurikulum dalam fungsi sebagai petunjuk
arah pencapaian tujuan pendidikan, selayaknya mempertimbangkan kenyataan objektif, baik
dipandang dari dimensi teoretik maupun empirik dalam bangunan keberhasilan pendidikan.
Namun demikian, ternyata dalam kehidupan kita menemukan fenomena yang lain yang
menafsirkan pendidikan adalah menjadi pilihan manusia dalam pencarian kecerdasan saja.
Kurikulum dalam sistem pendidikan kita telah melupakan amanah dari Sisdiknas yang secara
utuh membangun manusia Indonesia untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang.
Untuk mewakili contoh yang dapat kita kembangkan ialah Kurikulum Berbasis Kompetensi.
“Demikian juga halnya dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi. Pada tingkat praktek
tetap saja ada kecenderungan untuk mengidentikkan kompetensi dengan keterampilan atau skill,
walaupun diperluas dengan istilah keterampilan untuk hidup (life skill). Akibatnya akan sangat
besar kemungkinan untuk melupakan perspektif pendidikan yang lebih luas dan dalam, seperti
pendidikan untuk pengembangan kebudayaan, pendidikan untuk membangun bangsa dan
membangun karakter bangsa”.4

Praktek pendidikan yang berkaitan dengan suasana, proses, substansi, dan evaluasi
pada Kurikulum Berbasis Kompetensi ini akan mendorong para guru dan tenaga kependidikan
lainnya untuk mengimplementasikan kurikulum dalam paradigma sangat menekankan
mengejar kemampuan dan mengabaikan pencapaian tujuan mendidik akhlak peserta didik.
Perolehan hasil pendidikan yang membentuk kekuatan spiritual, kekuatan pribadi, karakter
baik, dan jati diri yang tangguh akan terabaikan. Sebuah pengembangan terhadap kurikulum
ini akan menjadi konsekwensi tuntutan dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
pendididikan. Kurikulum yang Berorientasi pada Karakter (KBK) akan meningkatkan kurikulum
yang lama lebih berdaya guna bagi kepentingan individu peserta didik dan bagi kepentingan
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, tangguh, dan bermartabat.

3. Undang-undang no. 20 Tahun 2993 Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas
4 Gede Raka,dkk, Creativity Development for Improving the Quality of Life and the
Environment, Bandung 5 Agustus 1997.



Perbedaan Ukuran Keberhasilan dalam Pendidikan

Pemilihan ukuran keberhasilan pendidikan akan menentukan kriteria selanjutnya untuk
keberhasilan pendidikan secara regional maupun nasional. Berangkat dari pemilihan kriteria ini
misalnya kita akan mampu mengukur keberhasilan pendidikan di Kabupaten Lebak, dan bahkan
secara nasional kita akan bisa menilai keberhasilan pelaksanaan pendidikannya. Sebagai contoh,
kita dapat menilai Ujian Nasional yang sekarang telah berlangsung untuk yang menurut tujuanya
akan memajukan pendidikan bangsa. Apakah yang telah terjadi memang seperti yang
diharapkan, atau sebaliknya yang malah mengancam kerusakan bangsa karena mengembangkan
kebohongan secara nasional? Para guru dan jajaran pendidikan terjerumus kedalam kondisi tidak
mematuhi hukum dan yang makin tidak memahami dan mengerjakan kebaikan, menjadi generasi
pemarah yang menonjolkan kerakusan dan kerasukan. Sudah selayaknya saat ini kita menilai
kembali ukuran keberhasilan yang telah dipilih oleh pengambil kebijakan pada tataran nasional
maupun pada tingkatan propinsi atau kabupaten. Waktunya yang tepat saat ini untuk
memanfaatkan pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu untuk mengambil keputusan
penggunaan ukuran keberhasilan yang baru yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan
tujuan pendidikan di daerah sebagai turunan atau yangberkaitan erat dengan tujuan pendidikan
nasional tersebut.

Guru dalam kedudukannya sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan belajar
memiliki hak dan kewajiban yang sudah diundangkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen.
Kurikulum yang sudah lebih disempurnakan dalam orientasi dan pelaksanaannya akan tidak bisa
lepas dari unsur guru yang secara operasional akan melaksanakan kurikulum tersebut. Guru yang
menurut undang-undang memiliki hak-hak tertentu akan dapat berfungsi secara optimal dan
efektif apabila guru-guru tersebut dipenuhi hak dan kewajibannya. Profesionalitas para guru akan
terbentuk apabila hak dan kewajiban mereka bukan hanya sekedar ada dalam undang-undang.
Esensinya tidak akan pernah terwujud pencapaian hasil dan prosese pendidikan yang bermakna
tanpa kerja keras para guru.

Pendidikan Bermutu yang Bermartabat

Departemen Pendidikan saat ini sedang mengembangkan konsep pendidikan bermutu,
yang artinya pemerintah menaruh perhatian pada kualitas pendidikan. Sementara itu masih
banyak orang yang berpegang pada pandangan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia di
masa depan tumpuannya adalah sumber daya alam. Pandangan inilah yang menjadi penyebab
utama dari kurangnya perhatian dan investasi pemerintah Indonesia dalam bidang peningkatan
kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan dan peningkatan kualitas governance di
Indonesia. Selama anggapan seperti ini masih dijadikan acuan dalam pengembangan program
pembangunan maka pengembangan pendidikan tidak akan menempati peran sentral, walaupun
sudah diamanatkan bahwa anggaran pendidikan harus mencapai 20 persen dari APBN. Sebab
itu, usaha keras perlu dilakukan untuk menggugah kesadaran para pembuat kebijakan dan
masyarkat luas bahwa tidak akan ada Indonesia sejahtera dan bermartabat sekarang atau di masa
depan tanpa pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada membangun karakter.

Pengelola pendidikan perlu secara sistematik dan sistemik membangun, mengembangkan
dan menguatkan kesadaran bahwa sumber daya manusia harus diberdayakan, karena era untuk
mengutamakan sumberdaya alam seperti minyak, batubara, tembaga, emas dan bahan galian
lainnya suatu hari persediaannya tidak akan memenuhi kebutuhan. Pada akhirnya sumber daya
manusia akan menjadi andalan pembangunan.. Pada saat itu manusia akan menjadi faktor
penentu dalam mencapai kesejahteraan hidu dengan berbagai dimensinya. “Memang proses



penjajahan kini tidak dijalankan dengan kekerasan seperti di masa lalu, namun dilakukan dengan
cara-cara yang sangat elegan, seperti membanjiri pasar Indonesia dengan barang-barang baru
yang lebih kompetitif, mempengaruhi cara berpikir serta kebijakan-kebijakan pembangunan.”5

Saat ini sudah waktunya yang tepat dan mendesak untuk membangun komitmen bersama
menyalakan api motivasi guna memeriksa diri sendiri dan bergerak bersama dalam
melaksanakan pendidikan yang bermakna. Sudah selayaknya pembangunan pendidikan yang
dilaksanakan berdasarkan kesadaran bahwa upaya yang sungguh-sungguh adalah menjadi pilihan
terakhir, karena upaya yang apa adanya akan melahirkan malapetaka bagi kualitas generasi
manusia masa depan.

Penutup

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sudah tentu berhasil
dalam hal tertentu, tetapi patut diketahui bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi. Jika
diposisikan, maka tulisan ini adalah sebuah ajakan bagi para penyusun kebijakan dan pelaku
pendidikan, termasuk pula komunitas masyarakat yang punya pengaruh untuk mengubah
keadaan di Kabupaten Lebak. Secara bersama kita harus mawas diri, untuk melihat apakah usaha
usaha yang telah dilakukan, dana yang sudah dikeluarkan, kerja keras para pelaku selama
ini sudah menuju arah yang benar. Hendaknya kita mulai dengan menyusun konsep yang jelas
dengan mendasarkan pada paradigma bahwa tujuan utama pendidikan adalah membangun
karakter atau akhlak. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah membangun
komitmen pribadi dan bersama untuk berupaya secara maksimal mendidik manusia di
Kabupaten Lebak menjadi cerdas dan berkarakter. Konsep dan komitmen yang sudah terbangun
hendaknya dilakukan secara konsisten dan terus menerus berkesinambungan. Ketiga hal itu juga
harus dilakukan dengan kepemilikan kompetensi yang tinggi, dengan memanfaatkan keluasan
koneksivitas atau hubungan yang terpadu.Selanjutnya ada saran bagi para pelaku dan pelaksana
pendidikan di Kabupaten Lebak dan bahkan di Propinsi Banten untuk membangun ketahanan,
kinerja, dan karakter masing-masing dengan memanfaatkan empat jalur langkah membangun
karakter, yaitu 1) menginternalisasi nilai-nilai yang akan kita bangun; 2) menyadari dan memilih
hal yang boleh dan tidak boleh; 3) membentuk kebiasaan baik; dan 4) menjadi teladan. Dengan
proses membangun karakter tersebut kualitas SDM di Kabupaten Lebak atau bahkan di Propinsi
Banten ini akan menjadi manusia yang menyadari dan bertindak bahwa ilmu pengetahuan adalah
sebuah kekuatan yang dapat digunakan oleh manusia, tetapi karakter merupakan kekuatan yang
melebihi pengetahuan itu sendiri, karena karakter ibarat kemudi bagi sebuah kapal. Karakter
menjadi kemudi hidup yang menentukan arah kehidupan manusia dalam menjalani gelombang
dari samudera luas kehidupan di dunia dan akhirat.

-5 Gede Raka, dkk., Creativity Development for Improving the Quality of Life and the
Environment, Bandung 5 Agustus 1997.






